
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM 

NOMOR 13 TAHUN 2010 

TENTANG 

PAJAK AIR TANAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA 

WALIKOTA MATARAM, 

  

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor  28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diatur tentang jenis 

pajak daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, salah satunya adalah Pajak 

Air Tanah; 

  b. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dalam  

kehidupan sehari-hari sehingga perlu dijaga kelestariannya dan diamankan daerah 

sumbernya serta upaya mengoptimalkan pemanfaatan, keseimbangan dan 

pengelolaan secara terpadu dan berkesinambungan dipandang perlu diatur dengan 

peraturan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Daerah  tentang Pajak Air  Tanah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 

II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan  Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 

dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531); 

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3987); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4189); 

8. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

9.  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377); 

11. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua  atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

14. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan  Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

16. Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 



17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  3696); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4859); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang  Tata Cara Pemberian Dan 

Pemanfaatan Insentif  Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5161); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahaan Atas Peraturan Menteri 



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah); 

29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan  

Pemerintahan  Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram 

(Lembaran Daerah Kota Mataram  Tahun 2008 Nomor  2 Seri D); 

30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan 

Susunan  Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota 

Mataram  Tahun 2008 Nomor 3 Seri D). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM , 

dan   

WALIKOTA MATARAM                                                    

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Mataram; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mataram; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Mataram; 

4. Walikota adalah Walikota Mataram  

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram; 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah; 

8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; 

9. Pengelolaan Air Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, 

pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air 

tanah; 

10. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah untuk berbagai 

keperluan; 

11. Daerah Imbuhan Air Tanah yaitu daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah 

pada cikungan air tanah. 

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM TENTANG PAJAK AIR TANAH 



12. Daerah Lapisan Air Tanah yaitu daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada 

cikungan air tanah. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan 

pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun 

pajak, atau dalam bagian tahun pajak, sesuai dengan ketetntuan, peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, 

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta 

pengawasan penyetorannya. 

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh walikota. 

17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan 

hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terhutang, surat 

ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah 

kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, 

surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan. 

18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak 

terutang, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, 

surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga 

yang diajukan oleh wajib pajak. 

19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan 

keberatan yang diajukan wajib pajak. 

20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data 

dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan 

berupa neraca dan laopran laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberikan wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah Kota Mataram yang memuat sanksi/ ancaman pidana. 

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/ atau 

bukti yang yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemerikasaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. 

23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 


